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Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien.
Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah melaporkan dugaan tindak
pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, termasuk kepada KPK. Aduan masyarakat sangat penting
bagi KPK dalam mengungkap kasus Korupsi. Oleh karenaitu mengetahui faktor-faktor apa yang berkorelasi
dengan intensi masyarat untuk melapor adalah penting. Untuk menampung aduan masyarakat, KPK
membentuk whistleblower system. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui korelasi antara penanganan
korupsi yang dilakukan KPK dengan jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korups kepada KPK di
level Kota Kabupaten seluruh Indonesia. Penanganan kasus diproksikan dengan jumlah kasus yang sedang
disidik KPK berbanding jumlah aduan yang diterima oleh KPK. Dengan menggunakan regresi panel system
dynamic model GMM, hasil penelitian menemukan bahwa rasio penanganan kasus lag 1, rata-rata indeks
demokrasi, tingkat pendidikan dan jumlah aduan lag 1 berkorelasi signifikan terhadap jumlah aduan
masyarakat. Hanya variabel rasio korupsi lag 1 yang tidak berkorelasi signifikan terhadap aduan masyarakat.
...... Eradication of corruption in Indonesia requires public participation to be more effective and efficient.
One form of community involvement in eradicating corruption isto report suspected criminal acts of
corruption to law enforcement officials, including the KPK. Public complaints are very important for the
KPK in uncovering corruption cases. Therefore, knowing what factors are correlated with the community's
intention to report isimportant. To accommodate public complaints, the KPK established a whistleblower
system. This study aims to determine the correlation between the handling of corruption by the KPK and the
number of public complaints related to corruption to the KPK at the City and Regency level throughout
Indonesia. Case handling is proxied by the number of cases being investigated by the KPK compared to the
number of complaints received by the KPK. By using the panel system dynamic regression model GMM,
the results of the study found that the ratio of handling cases of lag 1, the average democracy index,
education level and number of public complaints lag 1 were significantly correlated with the number of
public complaints. Only the lag 1 corruption ratio variable is not significantly correlated with public
complaints.
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